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ABSTRAK 
Al-Qur’an merupakan kitab suci agama Islam merupakan pedoman hidup yang isinya sangat luas dan 
kebenaranya pasti, sebagai sumber hukum yang utama dan pertama. Dengan meluasnya  wilayah Islam ke 
berbagai negara yang mempunyai social budaya, ekonomi dan politik, bahkan zaman yang berbeda-beda,  
reformasi/ berijtihad atas Hukum Islam  merupakan keniscayaan dan tidak menyalahi ketentuan hukum  
Islam  sebagaimana  Isi  Al-Qur’an An-Nissa: (59), Hadist Muadz bin Jabal, Al Qur’an Al Hasyir :(2). Hal 
ini terbukti  reformasi/ berijtihad  telah dilakukan  sejak masa Rasullullah  SAW hingga kini.  Para pakar  
hukum Islam  di seluruh  duniapun menangkap peluang reformasi hukum Islam tersebut. Penelitian 
normative ini dilakukan  untuk mendapat gambaran perbandingan  khusus mengenai reformasi hukum  waris 
Islam melalui “ wasiat wajibah “  di Mesir, Tunisia, Syiria, Maroko, Pakistan, Yordania, yang ternyata  
tidak  satupun  yang memberikan wasiat wajibah  pada ahli waris non muslim. Oleh karenanya  argumentasi  
atas  maraknya putusan pengadilan yang  menggunakan  “wasiat wajibah“ bagi ahli waris murtad di 
Indonesia antara lain Putusan  Pengadilan Agama No.2553.Pdt.G/2011/PA JS, No.2/pdt.G/2011/PA-Kbj, 
putusan Mahkamah Agung No. 368.K/AG/1995, menurut hemat  peneliti  tidak  diperbolehkan karena 
bertentangan dengan Hadist, dan untuk mereka sebaiknya  cukup di berikan  hibah. 
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ABSTRACT  
The Qur'an is a holy book of Islam which is a living guide whose contents are very broad and the truth is 
certain, as the main and first source of law. With the spread of the Islamic region to various countries that 
have social, cultural, economic and political, even different times, reform / berijtihad of Islamic Law is a 
necessity and does not violate the provisions of Islamic law as the contents of Al-Qur'an An-Nissa: (59 ), 
Hadist Muadz bin Jabal, Al Qur'an Al Hasyir: (2). This has proven that reform / berijtihad has been carried 
out since the time of Rasulullah SAW until now. Islamic law experts around the world are capturing the 
opportunity for Islamic law reform. This normative research was carried out to get a special comparative 
picture of the reform of Islamic inheritance law through "wasia twajibah " in Egypt, Tunisia, Syria, 
Morocco, Pakistan, Jordan, which turned out that none of them gave “ wasiat wajibah” to non-Muslim heirs. 
Therefore the argument for the rise of court decisions that use "wasiat wajibah" for apostate heirs in 
Indonesia includes the Ruling of the Religious Courts No.2553.Pdt.G / 2011 / PA JS;  No.2 / pdt.G / 2011 / 
PA-Kbj ; Supreme Court No. 368.K/AG/1995 according to the researcher, it is not permissible because it 
contradicts the Hadith according to the researcher is not permissible because it contradicts the Hadith, and 
for them should be only “Hibah” 
Keyword: reformasi / ijtihad; the heir of Islam; “wasiat wajibah” 
 
 
I. PENDAHULUAN 
Dalil  dalam Al-Qur’an An-Nissa; 59: “Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah 
Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka 
kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada 
Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”  
Ayat tersebut mengandung arti bahwa ada tiga  sumber hukum Islam yang dapat digunakan untuk 
menyelesaikan  masalah dalam masyarakat yaitu  melalui Al Qur’an (Allah) dan Hadist (Rasul), juga pada 
 Ijtihad (Ulil amri), dan  melaksanakannya  merupakan bukti  ketaatan  Umat pada Sang Khalik.  Hal ini 
diperkuat dengan Hadist  Muadz Bin Jabal.   Maka dapat diartikan  pula selain Al Qur’an dan hadist sebagai 
sumber hukum  ada   kebolehan  juga  berijtihad  sebagaimana firman Allah surat Al-Hasyir ayat 
2:  “…Maka ambillah (Kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, Hai orang-orang yang mempunyai 
wawasan”  dimana melalui ayat ini Allah memerintahkan orang-orang yang mempunyai pandangan untuk 
mengambil i'tibar (pelajaran) atas malapetaka yang menimpa kaum yahudi disebabkan tingkah laku mereka 
yang tidak baik sebagaimana dikemukakan pada awal ayat ini. Maksud dari ayat tersebut ialah: “Maka jika 
kamu berselisih paham tentang sesuatu perkara, maka  kembalikanlah kepada Allah dan Rasul”. 
Dengan  demikian  sudah tidak dapat diragukan lagi bahwa  reformasi/ berijtihad  atas hukum Islam 
diperbolehkan,  apabila tidak bertentangan  dengan  syariah Islam (Al Qur’an dan Hadit),  dan bila terjadi 
perselisihan pendapat  harus kembali  kepada Al Qur’an dan Hadist.  Oleh  karenanya menurut  peneliti 
Reformasi/ber ijtihad  merupakan hal yang penting  dan harus, dalam menghadapi perkembangan  jaman  
serta meluasnya wilayah pemeluk agama  Islam dari berbagai negara dengan corak social budaya, ekonomi 
dan politik yang berbeda, bila sebuah  masalah,  Al Qur-an dan Hadist  belum mengatur atau telah diatur tapi 
belum terlalu jelas.   
 Terkait hukum waris Islam  Al Qur’an dan Hadist sudah mengatur cukup rinci khususnya untuk ahli 
waris langsung, namun  belum diatur  untuk ketentuan  ahli waris lainnya seperti antara lain; ahli waris  
angkat, ahli waris  yang non muslim, anak/ orang tua dari ahliwaris langsung.  Oleh karenanya  Hukum waris 
khususnya, dan Hukum keluarga  umumnya  terbukti telah  di reformasi sejak masa Rasullullah  Salallahu 
Alaihi Wassalam, dengan hadist-hadistnya, pada masa sahabat  dengan ijtihadnya hingga pada masa 
kebangkitan hukum  Islam kembali   abad 19-20  reformasi hukum keluarga semakin meningkat.   Hal ini  
terjadi  secara merata di beberapa negara Islam baik yang berada di kawasan Timur Tengah maupun yang 
berada di kawasan Asia Tenggara. 
 Fenomena  reformasi hukum waris khususnya, antara lain dilakukan melalui wasiat wajibah  yang 
ditetap dalam  sebuah ketentuan hukum positif  ada yang dilakukan oleh Hakim dalam putusannya. Terkait 
atas ahliwaris non muslim  pengadilan  di Indonesia  saat ini sering dilakukan putusan dengan dasar wasiat 
wajibah oleh hakim  (sebagai contoh kasus  Putusan Pengadilan Agama; No.2553.Pdt.G/2011/PA JS dan  
No.2/pdt.G/2011/PA-Kbj, Putusan Mahkamah Agung No. No. 368.K/AG/1995) yang menurut peneliti 
seharusnya tidak boleh karena walaupun Al Qur’an tidak mengatur namun banyak hadist yang mengatur hal 
tersebut, sehingga bila memperhatikan  isi ayat 59 An Nisa, maka bila ada ketentuan Hadistnya seharusnya 
tidakdapat di ijtihadkan/ reformasi. 
 
II. PERMASALAHAN   
Permasalan dalam penelitian ini adalah: 
1. Apakah diperbolehkan melakukan reformasi dalam hukum Islam?  
2. Bagaimana reformasi hukum Islam dari masa ke masa sahabat hingga Tabi’Tabi’in?     
3. Bagaimana perbandingan Lembaga wasiat wajibah sebagai bentuk reformasi hukum waris Islam di 
Negara-negara Islam dan mayoritas Islam khususnya waris bagi ahli waris non muslim? 
  
III.METODOLOGI PENELITIAN 
Berdasarkan  argumentasi yang peneliti  kemukakan diatas maka penelitian ini dilakukan dengan metode 
normative (Soerjono Soekanto, 51:  1986) dengan membandingkan  peraturan  wasiat wajibah  di Indonesia  
dengan ketentuan hukum keluarga di Mesir, Tunisia, Syiria, Maroko, Pakistan, Yordania, yang  
menggunakan metode  lembaga wasiat wajibah untuk mereformasi/ melakukan  pembaharuan hukum 
(Mahmood Tahir:  Metode pembaharuan  hukum 1)intra-dotrinal reform yaitu reformasi hukum keluarga 
Islam yang dilakukan dengan menggabungkan pendapat dari beberapa mazhab atau mengambil pendapat lain 
selain dari mazhab utama yang dianut, dan 2) extra-doctrinal reform yaitu pembaharuan hukum dengan cara 
memberikan penafsiran yang sama sekali baru terhadap nash yang ada) waris Islamnya. Kemudian  secara 
kualitatif   di analisis    wasiat wajibah  bagi non muslim yang dilakukan oleh hakim pengadilan agama di 
Indonesia antara lain  Putusan Mahkamah Agung No. 368.K/AG/1995, Putusan Pengadilan Agama 
No.2553.Pdt.G/2011/PA JS,  No.2/pdt.G/2011/PA-Kbj, dll  untuk selanjutnya  berdasarkan teori  hukum 
reformasi /ijtihad direkomendasikan  bagi  pengadilan agama terkait ahli waris non  muslim untuk 
menetapkan  pemberian/ hibah saja oleh hakim  atas kesepakatan  Ahli waris lainnya yang muslim. 
 
IV. PEMBAHASAN 
1. Kebolehan Reformasi  dalam hukum Islam.   
Setelah  Wafatnya Rasullullah SAW, Al Qur’an  sebagai salah satu sumber hukum Islam yang paling 
utama tetap berlaku  bagi umat muslim sebagaimana yang dijelaskan Al Qur’an  surat Al-Hijr 15 :9  (Isi 
Surat Al Hijr 15: 9: “Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran dan sesungguhnya kami benar-
benar  memeliharanya”) bahwa al Quran akan terus di gunakan  umat dan di jaga Allah sampai akhir jaman. 
 Namun  karena kemajuan setiap jaman, situasi dan kondisi serta kebutuhan  dari umat muslim di masing-
masing negara tidak sama, maka menjadi hal yang  wajar  apabila hukum  Islam diperbolehkan adanya  
pembaharuan hukum/ reformasi/ ijtihad atasnya, terlebih bila dalam al Qur’an dan hadist belum mengatur 
atau belum jelas hukumnya asalkan tidak bertentangan dengan Al Qur’an dan Hadist. Hal ini  terbukti di 
perbolehkannya  manusia berijtihad   dalam  Hukum  sebagai  yang di jelaskan  dalam ayat al Qur’an  dan 
Hadist-hadist  sebagai berikut ; “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan)) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda 
pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu 
beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya.(Q.S. an-Nisa/4: 59) dan Al-Hasyir ayat 2: bagian akhir   “…Maka ambillah (Kejadian itu) untuk 
menjadi pelajaran, Hai orang-orang yang mempunyai wawasan.”  Dari kedua ayat tersebut  dapat 
disimpulkan sumber hukum ada tiga  Al Qur’an Hadist dan pendapat ulil Amri ( ijtihad)atau dengan 
beri’tibar , namun bila terjadi perselisihan  pendapat maka  harus kembali ke Al qur’an dan hadist.  
 
2. Reformasi hukum  Islam  dari  masa Sahabat hingga Tabi’ Tabi’in.  
Sejak masa  Rasul dan Sahabat hal tersebut  telah terjadi  reformasi/ ijtihad   hukum Islam, hingga saat ini 
dengan  berbagai macam metode berijtihad   antara lain pada         
a. Masa al-Khulafā al-Rāsyidūn;   
Abu Bakar al-Shiddiq  menggunakan ijtihad (Ijtihad usaha/ikhtiar yang sungguh-sungguh dengan 
menggunakan segala daya/ kemampuan untuk mendapatkan garis hokum yang belum jelasatau tidak ada 
ketentuan hukumnya;Wahyuni Retno Wulandari, “Hukum Isalam dalam Tata Hukum di Indonesia”, 34: 
2013):  1). Ijma, setelah Rasulullah Saw wafat, Abu bakar al-Shiddiq menggantikannya dalam urusan 
kepemimpinan atas umat Islam dilakukan atas dasar ijma motif politik yang melalui perdebatan yang 
sengit antara kelompok Muhajirin dan Anshar  namun kemudian dibai`at secara penuh untuk menjadi 
pengganti Rasulullah sebagai pemimpin. 2). Qiyas,; Contohnya  penggunaan penumpasan gerakan anti 
zakat 3). Mashlahah al-Mursalah contoh pengumpulan al- Qur‘an.  Pada masa Umar bin Khattab  
menggunakan ijtihad (Saiful Bahri, menilik ijtihad Al Faruq dalam Fiqih, 
http://saifulelsaba.wordpress,com ,diakses 30Desember2011); Ijma’  dan Qiyâs; Maslahah dan Nash, 
Mentarjih, Maslahah dan Sadz dzarâi’ contoh penebangan pohon bai’aturridwân. Hal tersebut beliau 
lakukan setelah melihat kaum muslimin berbondong-bondong mendatangi pohon tersebut dan shalat 
dibawahnya. Beliau sangat mengkhawatirkan hal ini bisa mengembalikan kondisi jahiliyah;  contoh 
ijtihad umar yang lain Umar tidak memotong tangan pencuri, Had orang yang minum khamr dicambuk 
sebanyak 80 kali, sedangkan pada zaman Rasul dicambuk sebanyak 40 kali dll.  
b. Masa  Tabi’in  (pengiku) masa sesudah sahabat. 
Cara ulama tabi’in melakukan ijtihad adalah mengikuti cara Mereka mempergunakan Al-Qur’an dan 
sunnah Nabi sebagai rujukan utama. Selanjutnya meraka mengikuti ijmak (ijma’) sahabat 
(https://www.tongkronganislami.net/corak-ijtihad-pada-masas-nabi-dan-tabiin, diakses 26 
Nopember2017). Contoh ijtihad Said ibn al-Musayyab juga memfatwakan bolehnya seseorang yang 
sedang junub untuk membaca al-Qur’an asal tidak menyentuhnya. Pendapat ini berbeda dengan pendapat 
sahabat sebelumnya. 
c. Masa  Tabi’ Tabi’in ( Periode Imam Madzhab) 
1. Muhamad bin Idris Al-Syafii. Beliau adalah murid Imam Malik yang berbeda dengan gurunya dalam 
melakukan kajian Islam. Dalam melaksanakan Ijtihad, beliau mengguanakan hadits-hadits sejauh 
kriteria sebagai hadis tidak ditentukan oleh sejumlah perawi yang terlibat dalam periwayatan hadits-
hadits tersebut  
Metode ijtihad Imam Syafi’i  
Secara umum berdasarkan: Al-Qur’an dan al-Sunnah, Ijma’terhadap sesuatu yang tidak terdapat 
dalam al-Qur’an dan al-Sunnah. Ijma’ lebih diutamakan atas khabar mufrad, Qaul sebagian sahabat 
tanapa ada yang menyalahinya, Pendapat sahabat nabi yang ikhtilaf, Qiyas terhadap al-Qur’an dan al-
Sunnah., Apabila hadits telah muttashil dan sanadnya shahih, berarti ia termasuk berkualitas 
(muntaha), Makna dzahir hadits diutamakan. Ia menolak Hadits munqathi’, kecuali yang diriwayatkan 
oleh Ibn Musayyab, Pokok (al-Ashl) tidak boleh diqiyaskan kepada pokok. Bagi pokok, tidak perlu 
dipertanyakan mengapa dan bagaimana, keduanya itu yaitu mengapa dan bagaimana hanya boleh 
dipertanyakan kepada cabang (furu’), Qiyas dapat menjadi hujjah jika pengqiyasannya benar. 
2. Imam Abu Hanifah mengajak kepada kebebasan berfikir dalam memecahkan masalah-masalah baru 
yang belum terdapat dalam al-Qur’an dan al-Sunnah. Ia banyak mengandalkan qiyas (analogi) dalam 
 menentukan hokum (http://marhamahsaleh.worspress.com/tarikh-tasyri-2/ , diakses 26 Nopember 
2017). 
Metode ijtihad pokok Abu Hanifah  
Sumber hukumnya Al-Qur’an, Sunnah Rasulullah dan atsar yang shahih yang diriwayatkan orang 
tsiqah, Ijma sahabat. Apabila yang di carinya tidak di temui pada kedua sumber utama, Imam Hanafi 
berpegang kepada ijma' sahabat yaitu ketika ia mendapati semua sahabat mempunyai pendapat yang 
sama dalam suatu masalah. Apabila sahabat berbeda pendapat, ia memilih salah satu pendapat yang 
paling dekat menurutnya kepada Al-Qur'an dan sunnah dan meninggalkan pendapat yang lain. 
Dari beberapa contoh ijtihad dari masa sahabat hingga tabi’ tabi’in jelas bahwa tidak dapat dipungkiri 
perubahan masa, pengaruh situasi dan kondisi di masyarakat  akan ada pendekatan berbeda dalam 
mengatasi maslah yang ada di masyarakat tersebut.  Maka selanjutnya  dikaji  ijtihad yang terjadi di 
beberapa negara  Islam  dan mayoritas Islam  khususnya ijtihad  dalam hukum waris Islam  
 
3. Perbandingan lembaga wasiat wajibah  sebagai bentuk  reformasi hukum waris  Islam di negara- 
negara  Islam dan Mayoritas Islam.  (Mesir, Tunisia, Syiria, Maroko, Pakistan, Yordania dan 
Indonesia) 
a. Mesir Negara yang mayoritas penduduk beragama Islam (96%).  Penganut mazhab Syafi’i  bagi mereka 
yang dekat pesisir, tetapi di daerah ibukota, Kairo dan kota-kota besar lainnya, banyak yang menganut 
mazhab Hanafi dan   daerah wilayah Mesir Atas, para penduduknya lebih suka mengikuti mazhab Maliki, 
selebihnya dalam jumlah yang amat terbatas mengikuti mazhab Hambali. Dalam Undang-undang Mesir 
Nomor 71 tahun 1946 UU Mesir (Amandement Law) No. 100 Tahun 1985 di pengaturan wasiat wajibah 
di dalam amandemen 100 tahun 1985. Pasal 76, menyatakan  “seorang pewaris tidak berwasiat untuk 
keturunan dari anak yang telah meninggal sebelum dia atau meninggal bersama-sama dengan dia, maka 
keturunan tersebut akan menerima warisan sebesar ayahnya melalui wasiat wijabah dalam batas tidak 
boleh lebih dari sepertiga harta warisan.”Syarat untuk memperoleh warisan tersebut adalah 1) keturunan 
tersebut tidak mewarisi, dan 2) orang yang meninggal belum pernah memberikan harta dengan cara-cara 
lain sebesar bagian yang seharusnya menjadi hak ayahnya. 
Pada pasal 77 Law of Bequest Mesir 1946; dijelaskan bahwa” jika seorang memberi wasiat lebih 
dari bagian yang seharusnya diterima maka kelebihan itu dianggap sebagai wasit ikhtiariah. Sekiranya 
kurang, kekurangan itu disempurnakan melalui wasiat wajibah. Dan andaikata berwasiat kepada sebagian 
keturunan dan meninggalkan sebagian yang lain, maka wasiat wajibah diberlakukan kepada semua 
keturunan dan wasiat yang ada dianggap berlaku sepanjang sesuai dengan ketentuan Pasal 76 di atas. 
Menurut artikel 76 sampai 79 dari Law of Bequest Mesir 1946 “wajib wasiat dapat dilakukan 
terhadap keturunan yang langsung (lineal descendant) bagaimanapun rendah menurunnya dari pewaris. 
Wasiat yang wajib itu dibagi-bagikan diantara para cucunya dari anak seorang laki-laki maupun anak 
perempuan yang meninggal lebih dahulu menurut prinsip umum, yaitu dua bagian kepada laki-laki dan 
satu bagian kepada perempuan”. 
 
b. Republik Tunisia merupakan salah satu negara yang terletak di Afrika Utara, sebelah barat berbatasan 
dengan Algeria, utara dan timur dengan Mediterania dan selatan Libya. Jumlah penduduknya 98% 
beragama Islam, sisanya Kristen 1% dan Yahudi 1% Sunni mazhab Maliki, namun sejumlah 
kecil Ibadi (Khawarij) Dalam Undang-undang hukum keluarga Negara Tunisia antara lain terkait tentang 
masalah syarat usia menikah, poligami, perceraian (talaq), anak angkat, warisan, wasiat wajibah dan 
pengasuhan anak (hadlonah). 
Mengenai masalah wasiat yang menonjol adalah perihal sahnya wasiat antara dua pihak yang 
berbeda agama. Demikian pula dipandang sah wasiat yang dilakukan para pihak yang 
berkewarganegaraan berbeda (pasal174-175). Sedangkan bukti terjadinya wasiat harus berupa bukti 
tertulis yang bertanggal dan ditandatangani pihak yang berwasiat, sehingga bukti oral dipandang tidak 
cukup sebagai alat bukti (Pasal 176). Undang-undang Tunisia tidak mengakui wasiat yang dimaksudkan 
sebagai bagian dari warisan. Ketentuan ini berbeda dengan hukum yang berlaku di Mesir. 
Wasiat Wajibah diatur dalam Pasal 191 hukum status personal 1956. Pasal ini menyatakan 
“kebolehan anak-anak dari anak laki-laki atau perempuan yang meninggal terlebih dahulu untuk 
menerima bagian orang tuanya jika masih hidup dengan maksimum sepertiga harta kewarisan. Ketentuan 
mengenai wasiat wajibah hanya diperuntukan bagi cucu yatim dari generasi pertama, baik laki-laki 
maupun perempuan (Pasal 192), dengan catatan bahwa cucu laki-laki mendapat bagian dua kali lebih 
besar dari bagian cucu perempuan.” 
  
c. Syiria merupakan negara republik yang terletak di wilayah Asia Barat Daya 80% di antaranya menganut 
agama Islam dan mayoritas menganut mazhab  Suni Syafii Hanafi dan Hambali.  Ketentuan  waris  
terdapat dalam Syirian Law of Peronal Status, 1953. Setelah berlaku selama 22 tahun, undang-undang ini 
kemudian diamandemen menjadi Undang-Undang No. 34 tahun 1975 
Hukum keluarga (Qonun al-Ahwal al-Syahsyiyah) 1953. Hukum keluarga yang 
diberlakukanmenerapkan   hukum Islam bagi seluruh penduduk Syiria kecuali beberapa persoalan 
prinsipil dalam ajaran Kristen dan Yahudi seperti permasalahan warisan dan perwalian. Dengan maksud 
untuk menjamin hak-hak perempuan dalam pandangan hukum. 
Mengenai masalah wasiat diatur dalam pasal 232, 238, 257. Pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa 
“tidak ada wasiat yang dibolehkan bagi keturunan kecuali pada golongan pertama dimana golongan ini 
mahjub untuk mendapat harta warisan. Sementara itu, wasiat kepada bukan ahli waris tidak boleh lebih 
dari sepertiga harga peninggalan setelah pembayaran hutang jika ada. Dan seorang kakek diperbolehkan 
memberikan wasiat wajibah kepada cucu yang ditinggal mati ayahnya dengan ketentuan bahwa bagian 
cucu tersebut tidak boleh lebih besar dari bagian yang seharusnya diterima ayahnya”. 
Di Suriah hal kewarisan dimodifikasikan dalam Undang-undang Suriah (“Syirian Law of Personal 
Status 1953”, Book IV dan V) “wasiat wajibah diberlakukan bagi keturunan langsung melalui garis anak 
laki-laki yang meninggal lebih dahulu dari pewaris (ayahnya), dan tidak berlaku bagi keturunan langsung 
melalui anak perempuan.” 
 
d. Maroko  Bermazhab  Suni-Maliki Moroccan Code of Personal Status, 1958 undang-undang Marokko 
(“Moroccan Code of Personal Status 1958”, Books IV dan V) 
Prinsip wasiat wajibah yang berasal dari undang-undang wasiat Mesir 1946, juga dipergunakan di 
Marokko dengan beberapa perubahan yaitu “wajib wasiat dapat dilakukan oleh anak-anak bagaimanapun 
rendah menurunnya, tetapi hanya dari anak laki-laki yang mati lebih dahulu dari si mati.” 
 
e. Pakistan mazhab ahlusunnah – Hanafi dan Syiah. Ketentuan hukum keluarga  Pakistan Muslim Family 
Laws Ordinance of 1961  telah dilakukan  Reformasi radikal dalam sistem kewarisan.  
Hukum Islam yang berlaku selama ini baik di golongan Ahlusunnah maupun di golongan syi’ah yaitu 
memperkenalkan doktrin representasi   (“ Jus Representations “) atau yang biasa kita kenal adalah 
wasiyyah al wajibiyyah. Pakistan juga  tidak memberlaku doktrin pengambil-alihan   (Rule of Escheat) 
dalam praktek, sehingga janda/duda mendapat seluruh harta pusaka si mati, bila tidak adanya ahli waris 
lain menurut syari’at. Selain itu ditetapkan  juga dalam Ordinance 1961, satu ketentuan mengenai hak 
waris cucu  pada Section 4 of the Pakistan Ordinance  “of the death of any son or daughter of the 
propositus before the opening of succession, the children of such son of daughter shall receiver per 
stirpes a share equivalent to the which such son or daughter would have received if alive” (yang apabila 
mati anak si pewaris laki-laki ataupun perempuan sebelum pembagian harga pusaka, maka cucu-cucu si 
pewaris itu akan mendapat jumlah pusaka bagian ayah atau ibunya masing-masing seolah mereka masih 
hidup).  Jadi di Pakistan menggunakan  doktrin representasi, satu doktrin yang juga dianut oleh golongan 
syi’ah. 
 
f. Yordania adalah bagian dari wilayah kerajaan Usmani di Syriah, didominasi oleh mazhab Hanafi. Hukum 
keluarga Yordania 1951 digantikan dengan hukum Yordania 1976 yang mana lebih lengkap dan lebih 
luas yang disebut Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyah terkait status perorangan dalam undang-undang 
Yordania. 
Hukum Yordania mengatur wasiat wajibah pada Pasal 182 undang-undang 1976. “Bahwa jika seseorang 
meninggal dunia dan anak laki-lakinya telah meninggal terlebih dahulu, maka ada sebuah kewajiban 
wasiat kepada cucu-cucunya tidak lebih dari 1/3 harta warisan dengan ketentuan: “Wasiat wajibah untuk 
cucu-cucu ini harus sama bagiannya dengan yang semestinya diperoleh ayahnya bila dia masih hidup, 
tetapi tidak boleh lebih dari 1/3 harta warisan.”  “Cucu-cucu ini tidak berhak mendapatkan harta wasiat 
jika mereka berkedudukan sebagai ahli waris dari ayah, kakek, atau nenek mereka, atau mereka telah 
diberi bagian oleh pewaris di bawah jumlah wasiat wajibah. Jika mereka telah menerima lebih dari 
jumlah wasiat wajibah tersebut, maka kelebihannya harus dianggap sebagai sebuah pemberian bebas. 
Dan jika pewaris telah memberikan bagian harta kepada sebagian cucu tersebut, maka cucu-cucu lain 
yang belum mendapatkan harus tetap diberi. Wasiat wajibah ini hanya diberikan kepada cucu dari anak 
 laki-laki dari garis ayah dan seterusnya ke bawah dengan ketentuan dua bagian untuk cucu laki-laki dan 
harus diutamakan dari segala macam jenis pemberian dengan tidak boleh lebih dari 1/3 harta warisan.” 
 
g. Indonesia, hukum keluarga Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Inpres No. 1/1991; selain tetap  
menggunakan syariah.    
Di Indonesia, wasiat wajibah tidak diperuntukan bagi cucu-cucu, yang orang tuanya meninggal terlebih 
dahulu dari pada si pewaris. Wasiat wajibah dalam hukum Indonesia hanya diperuntukan bagi anak 
angkat dan ahli waris non-muslim. Wasiat wajibah bagi anak angkat Pasal 171 huruf h, disebutkan, “anak 
angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehar-hari, biaya pendidikan dan 
sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan 
putusan pengadilan” sedangkan  ahli waris non muslim tidak diatur dalam KHI. Namun  putusan 
Pengadilan Agama memberikan bagian waris pada ahli waris non muslim  sebagaimana  Putuan 
pengadilan No.2553.Pdt.G/2011/PA JS dan  No.2/pdt.G/2011/PA-Kbj,  Putusan Mahkamah Agung No. 
No. 368.K/AG/1995 dll. 
Dari uraian tersebut diatas dapat dianalisis bahwa: Wasiat wajibah    adalah bentuk  reformasi/ 
ijtihad  dalam hukum  waris.  Disebagian besar  negara  Islam dan mayoritas  hukum Islam dalam hal ini  
di Mesir, Tunisia, Syiria, Maroko, Pakistan, Yordania dan Indonesia; menggunakan  lembaga wasiat 
wajibah untuk menjadi  dasar hukum  reformasi hukum waris   yang bukan  Ahli Waris  dalam Al Qur’an  
maupun Sunnah Rasul. 
Berikut  analisis mengenai  reformasi di 8 negara mayoritas beragama Islam  dan  negara Islam 
sesuai pendapat  Michael  Bogdan (Michael Bogdan, 4: 2010),  membandingkan   dalam system  hukum  
yang sama  yaitu hukum Islam, untuk mencari perbedaannya  mengenai bagian waris yang mendapat 
wasiat  wajibah: 
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Jadi wasiat wajibah  adalah salah satu  cara mereformasi/ berijtihad dalam hukum waris walaupun 
penggunaannya tidak sama disetiap negara Islam/ mayoritas  Islam.  Diantara Negara tersebut, lebih banyak 
menggunakan wasiat wajibah untuk ahli waris pengganti (cucu) dari garis Bapak.  Dimana kondisi ini sangat 
berbeda dengan ketentuan di Indonesia, karena untuk wasiat wajibah dalam Kompilasi hukum Islam hanya 
untuk  anak angkat sedangkan cucu  diatur  dapat waris pengganti orang tuanya yang telah meninggal lebih 
dulu dari pewaris (mawali).  Ijtihad  ini  dilakukan  karena memang masalah cucu tidak  tidak diatur dalam  
Al Qur’an.  Dari  pengaturan bagian cucu ini menurut peneliti di Indonesia, Pakistan  dan Tunisia yang 
terbaik karena  tidak lagi  ada syarat yang mengharuskan hanya cucu dari garis ahli waris laki-laki/ ayah, 
sebagai ahli waris yang digantikan, tetapi dari  ahli waris  perempuan pun dapat digantikan.  Pembagian 
untuk cucu memang tidak diatur  dalam Al-Qur’an, selain itu dalam Al Qur’an An Nisa (4): 11,12,176 jelas 
juga  mewaris  bukan hanya dari laki-laki untuk laki-laki ( Patrilineal), tetapi bilateral dapat mewaris baik 
dari perempuan  dan juga untuk perempuan. Walaupun memang pembagian warisnya tidak sama rata 
diantara laki-laki dan perempuan, melainkan  atas dasar keadilan sesuai dengan hak Kewajiban  sebagaimana  
An Nisa (4); 34 dimana laki-laki di beri kelebihan terkait dengan kewajiban seorang laki-laki  atas 
keluarganya sehingga  bagian laki-laki diberi 2 ( dua) kali dari perempuan. 
        Khusus untuk Bagian waris  anak yang murtad( berpindah agama)  di negara-negara Islam  atau 
mayoritas  Islam tidak ada yang  mereformasi melalui wasiat wajibah, atau apapun Kecuali di Indonesia.  Hal 
ini pun tidak ada peraturan  materiil yang menjelaskan hal tersebut, tetapi atas dasar putusan hakim 
pengadilan yang putusannya berbeda-beda  dan umumnya merujuk pada  ketentuan  wasiat wajibah di 
Kompilasi  Hukum Islam.  Hal ini terbukti bahwa beberapa putusan  pengadilan yang teridentifikasi  
memberikan hak wasiat wajibah kepada  ahli waris yang murtad yaitu antara lain putusan Mahkamah Agung 
No. 368.K/AG/1995, yang memberikan  bagian waris anak perempuan beda agama ¾ dari bagian anak 
perempuan  muslim yang diambil dari harta  peninggalan muslim, jadi tidak sesuai dengan ketentuan wasiat 
wajibah  untuk anak angkat. Kasus  lain yaitu putusan  MA no 16K/ AG/2010  memutuskan  bahwa ahli 
waris  Muslim dan non muslim  berhak memperoleh  harta waris dari Pewaris Muslim. Kasus Pembagian 
waris  yang berbeda agama  putusan  PA  Jakarta pusat No. 377/Pdt.G/ 1993/PA JP  tidak memberikan 
bagian waris untuk Ahli waris beda  agama namun putusan  majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama  No. 
14/ Pdt.G/ 1994/ PTA.Jk memberikan bagian waris non  muslim, merujuk pada putusan MA no.368.K/AG/ 
1995, sehingga dasar putusan tersebut adalah yurisprudensi. Sedangkan putusan MA Ri Reg No. 
51.WAG/1999 menerapkan bagian waris non muslim  dari harta waris muslim, hal ini tidak sama  dengan 
putusan MA RI no.368.K/AG/ 1995,  memberikan bagian  waris non muslim dari  harta peninggalan. 
Putusan-putusan lain  yang serupa  terus bermunculan  seperti Putusan  MA  RI no. 364K/ AG/ 2011, Putuan 
pengadilan Agama No.2553.Pdt.G/2011/PA JS; No.2/pdt.G/2011/PA-Kbj dll. Jadi dapat dikatakan bahwa  
untuk anak murtad  belum ada kepastian hukumnya di Indonesia, bahkan  di negara mayoritas Islam  dan 
negara Islam  tidak ada  yang melakukan reformasi atas  problema ahli waris yang murtad. 
 
V. SIMPULAN 
1. Reformasi Hukum Islam boleh  dilakukan sebagaimana  Isi  Al Qur’an dan  Hadist  Muaz bin Jabal  dan 
Hadist Rasul keutamaan berijtihad. Bahkan  setelah  Rasululloh SAW wafat, ijtihad menjadi 
keniscayaan, terbukti bahwa  pada Masa Sahabat  hingga hari ini ijtihad/Reformasi  hukum Islam  terus 
saja ada  walaupun mengalami pasang surut. 
2. Reformasi dari masa ke masa  sejak jaman  Sahabat al-Khulafā al-Rāsyidūn; (Abu Bakar al- Shiddiq, 
Umar bin Khattab, Utsman bin ̳Affān, Ali bin Abi Thalib); mengalami pasang surut  dan ijtihad yang 
terbanyak di hasil kan pada masa Umar bin khatab  karena semakin meluasnya  wilayah Islam sehingga 
menembus budaya, kondisi social, perekonomian  yang berbeda-beda di setiap wilayah umumnya 
berupa ijma, qiyas  walaupun ada pula yang  lain seperti maslahah al mursalah, istishan, istishab  dll.  
Sedangkan Ijtihad  pada masa Usman  dan Ali bin abi Thalib mulai merosot karena  terjadinya 
perpecahan Islam.   Sedangkan pada Masa Tabi’in   umumnya mengikuti  para sahabat dan Tabi’i 
tabi’in (masa Imam  mazhab), ijtihad  banyak  juga  dilakukan, hingga kini pengikut masing-masing 
 mazhab  terus melakukan ijtihad,   dengan  jenis yang  semakin berkembang, bahkan  mazhabnyapun 
semakin berkembang untuk dapat menjawab permasalahan pada setiap masa. 
3. Reformasi/ ijtihad khusus dalam hukum waris, Wasiat Wajibah bagi ahli waris non muslim. Di negara  
Islam; Mesir,Tunisia, Syiria, Maroko, Pakistan, Yordania dan Indonesia lembaga  wasiat wajibah 
digunakan untuk mereformasi/ berijtihad dalam hukum waris walaupun penggunaannya tidak sama  
sebagaimana telah di uraikan sebelumnya yaitu sebagian besar negara Islam/ mayoritas  Islam lebih 
banyak menggunakan wasiat wajibah untuk ahli waris pengganti ( cucu) dari garis Bapak.  Dimana 
kondisi ini sangat berbeda dengan ketentuan di Indonesia, di mana untuk wasiat wajibah dalam 
Kompilasi hukum Islam hanya untuk  anak angkat sedangkan cucu diatur untuk dapat bagian waris  
sebagai mawali.  Sedangkan anak Murtad di negara lain tidak ada yang menghukumi sebagai penerima 
wasiat wajibah  kecuali di Indonesia  hakim pengadilan  agama  umumnya menggunakan  wasiat 
wajibah  dasar hukum putusan mereka dalam memberi hak pada anak murtad. 
 
SARAN: Reformasi/ ijtihad hukum Islam  khususnya hukum waris Islam  adalah sebuah keniscayaan  
karena social, budaya, pereknomian masyarakat  tidak saja dunia, bahwa wilayah daerah dari suatu negara 
berbeda-beda.  Oleh karenannya pintu  ijtihad jangan pernah ditutup untuk masalah ini, dan penyelesaian  
problem waris  harus diselesaikan kasus perkasus tanpa menyalahi ketentuan Al Qur’an dan Hadist.  Jadi untuk 
masalah cucu sebagai ahli waris pengganti menurut penulis sudah selayaknya di hukumi dapat memperoleh 
wasiat wajibah atau mawali  sebagaimana yang telah dilakukan oleh negara-negara Islam dan mayoritas Islam 
yang diteliti. Namun untuk anak angkat dimana  Islam tidak mengenal anak Angkat  dan juga anak murtad yang 
jelas hukumnya menurut hadist tidak bisa memperoleh waris, sebaiknya tetap pada hukum tersebut. Karena 
ijtihad hanya dapat dilakukan bila tidak bertentangan dengan  Al Qur’an dan Hadist. Demi kemanusiaan dan 
menjawab problem waris di masyarakat,  bila ingin memberi pada anak angkat dan anak murtad sebagian harta  
dari Pewaris, sebaiknya melalui lembaga  Hibah  atau infaq dari para ahli warisnya.  
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